SALINAN

FHESIDERM
BEALELIK IMEOMNEZSHA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Menimbang

Mengingat

Menctapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bihwa untule melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungen dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah  teritang  Tata Cara Penyelenggarsan fajian
Lingkungan' Hidup Strategs,

I. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  lentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5054);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  TATA CARA
PENY ELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS.

BAB I ..
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjuinya
dizingkat KLHS, adalah rangkaian analisis vang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatifl untuk memastikan bahwa
prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan  suatu  wilayah
dan/atau Kebijakan, Rencana, dan /atau Program.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, dava, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendini, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk Hidup lain.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup,
sosial, dan eckonomi ke dalem strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generast masa kini dan generasi masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya
disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan
pembangunan untuk periode 20 {dua puluh} rahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, vang
selanjutnya  disingkat RPJM, adalah  dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 [lima) wahun.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai
tijusn Pembangunan Berkelanjutan,

Rencana adalah hasil suatu proses untuk mencntukan
tindakan masu depan yang tepat, melalul urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang lersedia
termasuk rencana tnta ruang wilayah beserta rencana
rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan
RPJIM daerah.

8. Program ...
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8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sata atay
lehih ltegintan yang dilaksenakan oleh instansi Pemerintaly
Pusal dan Pemerintah Dasrah untuk mencapal sasaran
dan tujuan serta memperolel alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daeral.

9, Penyusun Kebijukan, Rencana, dan/atau Program adalah
Merileri, menteri/kepala lembagn pemerintah
nonkementerian terkalt, gubernur, atan bupatifwali kots
yang bertangpung jawab terhadap penyusunan atau
evitluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

10. Penyusun KLHS adalah  orang  vang melakukan
penyusiinan KLHS,

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik [ndonesia
yang memegang kekuasann pemerintahan Negara Republik
Indanesia yang dibantu oleh Wald]l Presiden dan menter]

sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indenesia Talun 1945,

12, Pemerintah Dacrah adalah kepala deeral sebagai unsur
penvelengegara pemerintaban  dacrah  vang memimpin
pelaksanaan urussan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom,

13. Menten adalsh menteri veng menyvelenggorakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Limghkungan Hidup.

BAB I
PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Baglan Kesaty

Umum

Panal 2

(1) Pemerintah Pusar dan Pemerintab Dacrab wailb memibuat
KLME untuk memastikan. bahwa prinsip Pembangunan
Berkelunjutan telah meniadl dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan  sudtu wilayah  dan/atau Kehijakan,
Rencana, dan/atau Program,

[2) KLHS ..
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8. Program adalah instrumen kebijjakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dileksanakan oleh instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujusn serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakal yang dikoordinasikan oieh instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah,

9, Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah
Menter, menter/ kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota
yang hertanggung jawab terhadap penyusunan atay
evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

10. Penyusun KLHS adelah orang vyang melakukan
penyusunan KLHS.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesla yang dibantu olel Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

12. Pemerintah Daersh adalah kepala daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah yang memimpin
pelaksansan  urusan Pemerintshan vang menjadi
kewenangan daerah otonom,

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.

BAB II
PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah wajib membuat
KLHS urituk memastikun bahwa prinsip Pembangunan
Berkelarijutan telah menjadi dasar dan terintegrasl dalam
pembangunan  suatu' wilayah danj/atau  Kebijalean,
Rencana, dan/atsu Program.

{2) KLHS ...
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KLHS sebagnimana dimaksud pada avat (1) wajib

dilaksanakan ke dalam penyvusunan atau evaluasi:

a, rencana tats ruang wilayah beserta rencana rincinya,
RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM
dacrah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Selain fencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,

KLHS wajlb dllaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi

reficana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

beserta rencana rincinva, rencana zonosi kawasan strategis
nasional tertentu untuk pulau-puliu kecil terluar serta
rencana  pengelolaan dan zonasi kawassian  konservesi

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat |2) huruf b,

meliputi:

a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan
ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan,
dan udara yang berpotensi memmbulkan dampak
dan/atau risiko Lingkungdan Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;

2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati;

4. peningkatan intensitas dan  cakupan wilavah
bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;

4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber days
alam;

5. peningkatan alih [ungsi kawasan hutun dari/atau
lahan;

6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau
trancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; danfatau

7. peningkatan  risiko  terhadap kedsehatan dan
keselamatan manusia,

b. Kebijakan ...
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b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain
berdasarkan permintaan masyarakat.

(3) Penyusun Kcehijakan, Rencans, dan/atau Program
menctapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tala cam
penetapan Kebijakan, Rencana, danfatuu  Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 4

Kewajiban membusdt dan melaksanakan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan
atau cvaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang,

a. tanggap darurat bencana; dan
b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

8, pembustan dan pelaksanaan KLHS;

b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
¢. validasi KLHS.

Bagian Kedua
Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 6

Permibuatan dan  pelaksanaan KLHS dilakukan melalui
mekanisme:

a. pengkajinn. pengaruh  Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

b, perumusan alternatif penyempurmaan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program; dan

C. PENYUSUNAn ...
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penyusunan rekomendasi perbaiken untuk pengambilan
keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan,

Paragraf 1

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:

(1)

2]

(1)

melaksanakan  identifikasi dan  perumusan  isu
Pembangunan Berkelanjutan;

melaksanakan identifikasi matenn muatan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan
pengaruh terhadap kondisi Lingkungsn Hidup; dan

. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal B

Identifikasi dan  perumusan isu  Pembangunan
Berkelanjutan sebaganimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling
strutegis.

Identifikasi dan  perumusan  isu Pembangunan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada avatr (1)
dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat
dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

Pasal 9
Haesil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 8 dirumuskan

berdasarksn prioritas dengan mempertimbangkan unsur-
unsur paling sedilat:

a. karnkteristik ...
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karaktenistik wilayah;
tingkat pentingnya potensi dampak;

keterkaitan antar isu  strategis Pembangunan
Berkelanjutan;

. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana,

dan/atau Program;

muatan Rencana Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan/atau

hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Prograrm
pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan
beradan pada wilayah yang berdekatan, dan/atau
memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar vang
paling sedikit berkaitan dengan:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan

m = 0 QR o

Hidup untuk pembangunan;

perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
kinerja layanan atau jasa ckosistem;

intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
ketahanan dan potensi keanekaragaman havati;

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklim;
tingkat dan status jumiah penduduk miskin atau

penghidupan sekelompok masyarakat  serta
terancamnya keberlanjutan penghidupan masyurakat;

risiko  terhadap  keschatan dan  keselamatan
masyarakat; dan/atau

ancaman terhadep perlindungan terhadap kawasan
tertenty  secara  tradisional yang dilakukan oleh
masyarakat dan masvarakat hukum adat.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

(1) 1dentifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau

(2

11

(2)

(3)

(1)

Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap
kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menemukan dan
menentukan  muatan  Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program vyang harus dianalisis untuk mengetahui
pengaruhnysa terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program yang akan disusun, atau menclaah
seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
berlaku yang akan dievaluasi.

Pasal 11

Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
vang telah dildentifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dianalisis unmuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan
materi muatan Kebijakan, Rencana, danfatau Program
dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasi
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pssal 8
avat [2).

Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau
rancangan dianalisis secara teratif sesual tahap
kemajuannya.

Pasal 12

Anahsis matert muastan Rebijakan, Rencana, dan/atau
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode,
teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan:

a. jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

b. tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan,
Rencana, dan /atau Program;

c. relevansi dan kedetilan informasi vang dibutihkan;

d. input...



*

FRESITDEN
RERPUBLIE IMDOMESIA

_9.

d. input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup
lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan

e. ketersedinan data.

(2) Pelaksanasn analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i1

(2

(1)

memperhatilesn:
a. peratummn perundang-undangan;

b. keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh prakiek
terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara
ilmiah;

c. keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau

d. kesepakatan antarahli.

Pasal 13
Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling
sedikit memuat kajian:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengendi dampak dan rislko Lingkungan
Hidup; '

€. kinerja lavanan atau jasa ekosistem;
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

tingkat kerentanan dan kapusitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar perumusan alternatif penyempumaan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program.

Pasal 14

Pelaksanaan pengkajian pengarah Kebjjakan, Reoncana,
dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 13 dilaksanakan oleh Permyusun KLHS vang
memenuhi standar kompetensi.

[2) Standar ...



PRESIDEM
HEPLBLIK MBSMESIA

=10 -

(2] Standar kompetensi sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencakup:

a. ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
b, pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau kajian

Lingkungan Hidup ying sejenis

(3] Ketentuan lebibh lanjut mengensl standar kompetens
Penyusun KLHS sebiagaimana dimaksud padsa ayvar [3)
diatur dalam Peraturar Menteri.

Paragraf 2

Perumusan Alternatif Penyempurnaan

Kebijakan, Rencana, dan/ataun Program

Pasal 15

(1]  Alternatif penyempurnaan Kebijukan, Rencana, dan/atau
Program berupa:

i
L.

5

perubahan tujuan atau target;
perubahan strategi peneapdian target;

perubahan atay penvesuaian ukuran, skala, dan lok:si
yvung lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan
Berkelanjutan,

. perubahan arau  penyesuaian proses, metode, dan

adaptasl terhadap perkembangan ilmu pengetghuan
dan teknologi yang lebibh memenuhi pertimbangan
Pembangunan Berkelanjatan,

. penundadn, perbaikan  urutan, awEu perubahan

prioritas pelaksanaan;

pemberian arahan atu rambusramba untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem|

dan fatau

pemberinn arahan ateu rambue-rombo mitigas) dampak
dan risiko Linghungan Hidap,

(2). Hasil ..,
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(2) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebyakan,
Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebjakan,
Rencana, dan/atan Program yang mengintegrasikan
prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 3
Penyusunan Rekomendas: Perbatkan untuk

Pengambilan Keputusan Kebijukan, Rencana, dan/atau Program

Pasal 16

Rekomendasi  perbaikan untuk  pengambilan  keputusan
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat:

a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
dan/atau

b, informasi jems usaha dan/atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

(1} Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada
kementerian {lembagn  pemerintah nonkementerian,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan dacrah
kabupaten/kota diatur oleh meénteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannyva.

(2] Penpgaturan scbagaimana dimaksud pada avar (1)
dilaksanalan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pelaksanaan

KLHS asebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16 diatur dalam Peraturan Meateri.

Bagian ...



PRESIOEN _
HEfLBLIE MDOoMMES|A

=]12=

Bagian Ketigzs
Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian
Kajian Linglkungan Hidup Strategis

Paragrafl |
Penjaminan Kualitas
Kajinn Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 19

(1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian
mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, danfatau
Program untik memastikan bahwa kualitas dan proses
pembuatan dan pelnksansan KLHS dilaksanakan sesuai
ketentuan - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 16,

[2) Penilaian mendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hamis mempertimbangkan:
g, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolasn
Lingkungan Hidup yeng relevan; dan
b. laporan KLHS dari Kebljakan, Rencana, dan/atau
Program yang terkail dan relevan,

[4) Dalam hal dolumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka
penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung Lingkungan Hidup. '

(4] Penilaian mandir] sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan cara:

4. penilpian bertahap yang sejalan dan/atau mengiloati
tnhapan perkembangan pelaksanaan KLHS: dan/atau

b, penilaian sekalipus yang diliksanalidan ‘di Lihapan
akhir pelaksanaan KLHS.
Pasal 20

(1] Hasil penjaminen lkualitds KLHS harus disusun secara
tertulis dengan memuat informasi tentang:

a. kelayvakan ...
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a. kelayakan KLHS jika telah memenubhi ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau

b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah dikuti

dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.

{2) Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai
masukan untuk penyempurnaan KLHS,

Pasal 21

Dalam ‘melskukan perjaminan kualitas KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLHS wajib
memesnuht standar kompetens:.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan Kualitas KLHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatar
dalam Perpturan Menteri.

Paragraf 2
Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 23

(1} Hasil pembuatan dun pelaksanaan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan
penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan Pasal 20 didokumentasikan ke dalam laporan
KLHS,

(2) Laporan KLHS scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi tentang:

a, dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program schingga perlu dilengkapi KLHS;

b. metoda, teknik, rangkaian langkah-lengkah dan hasil
pengkajian pengaruh Kebijukan, Rencana, dan/atau
Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

. metoda ...
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. metoda, teknik, rangkaian lengkah-langhkal dan hasil
perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencara,
dan/atau Program;

o, pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan
prinsip Pembangunan Berkelanjutan,

e. gambaran pengintegrusian hasil  KLHS  dalam
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

[ pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan
informasi KLHS; dan

g. hasil penjaiminan kualitas KLHS.

Laporan. KLHS sebapaimana dimaksud pada ayat (2]
merupakan bagian yang tdek terpisahkan dari dokumen
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

Laporan KLHS sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan
evaluasi pelaksanann rencana pembangunan serta sistem
akuntabilitas kinena instansm Pemernntalh Puset dan
Pemerintah Dacrah.

Laporan KLHS scbagaimana dimsksud pada ayat (2)
bersifat terbulka dan dapat diakses aleh publilk.

Pasal 24

Petpaminan KkKualitas dan  pendokumentasman KLHS
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 23 pada  kementerianflembaga  pemerintah
nonkementerian, pemerintaban dacrah  provinsi, dan
pemermtahan  dasrall’ kabupaten/kota dilatur oleh
menteri/kepala  lembaga pemerintal nonkementerian,
gubernur, dan  bupati/wnli  kota Sesuur  dengan
kewenangannya.

Pengaturan sebagaimana dimeksud pada  syat (1)
dilaksanakan dengan berpedoman padd Peraluran
Menteri.

Bagian ...
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Bagan Keegmpal

Validast Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1)

12}

13

(4]

15}
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(2

Pasal 25

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas

sehbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20,

dilakukan validasi oleh:

n. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atay Program
tingkat nasional dan provinsi; atau

b. gubernur, untuk Kebijaksn, HRencana, dan/atau
Program tngkat knbupaten/kota.

Validasi sebagaimana dimiksud pada avat (1) dilakukan

untuk  memastikan  penjaminan  kualitas  telah

dilaksanakan secara akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik,

Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diluksannkan:

an secara bertghap pada setiap proses pembuatan dan
pelaksanaan KLHS; atau

b, pada tshap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RRJP

nasional dan RPJM nasional tidak dilakukan validasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas penjaminan

kualitas KLHS untuk RPJF nasional dan RPJM nasional

digtur olch menten yang menyelenggamkan  urusan

pemerintahan di  bidang perencanaan pembangunan

nasional.

Pasal 26

Pénvusun Kebijakah, Rencana, dan/atsu Program
mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis
kepada Menteri atau gubernur sebagiimana dimaksud
dalom Pansal 25 ayat (1) dengan melampirkon:

a. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

b. laporan KLHS; dan

c. bukn pemenuhan standar kompetensi  Penyusun
KLHS.

Menteri  atau  gubermnur melakukan  pemeriksaan
kelenghapan permohonan: sebpgaimana dimaksud pada
ayatl (1) dalam waktu paling lama 3 {tiga) hari kerja sejak
diterimanya permohonan.

(3) Jika ...
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(3) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] lengkap, Menteri
atau gubernur menerbitkan persetujuan validasi KLHS
dalam waktu paling lama 20 {dua puluh) hari kerja kepada
Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

(4] Persetujuan validasi KLHS sebagaimans dimaksud pads
ayat (3) paling sedikit memuat:

a. kesesugian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;
dan

b, rekomendasi.

(5) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan  permohaonar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak lengkap,
Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepida
Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk

dilengkapi.

Pasal 27

Dalam hal Menteri atau gubernur tidak menerbitian
persetitjuan  validasi KLHS dalam wakin sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 26 avat [3), werhedap KLHS yanhg
dimoHonkan persetujusn validasinya oleh Penyusun Kebijukan,
Rencana, danfatau Program dianggap telah mempemleh
persctujuan validasi KLHS.

Pasal 28

Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayar (3) kepada
masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkannya persetujuan valicdasi KLHS.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan
validasi sama dengan masa berlalen doloumen Kebijukimn,
Rencana, dan/atau Program.

Dalam hal terdapal perubishan terhadap dokumen
Kebijaksn, Rencand, dan/atau Program, terhadap KLHS
dilakukan peninjouan  kémbali  bersamaan  dengan
perubahan  dolumen Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program.

Pasal 30

Dalam melaksanakan validasi KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteri dan gubernur
sesuai dengan kewenangannyn dapat menunjuk pejabat yang
berwenang.

Pasal 31

Ketentuin lebih lanjut mengenal tata cara validasi KLHS diarur
dengan Pernturan Menteri.

BAB [
KETERLIBATAN MASYARAKAT
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 32

(1] Penyusun Kebijaken, Rencana, danfatau Program dalam

membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemanghku
kepentingan.

(2) Keterlibatan masvaralkat dan pomangku  kepentingan

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

e pernberian ...
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pemberian pendapat, saran, dan usul;
pendampingan tenaga ahli;
bantuan leknis; dan

20T

penvampaian informasi dan/atau pelaporan,

Pasal 33

Masyarakal dan  pemangku  kepentingan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

a.

(1]

(2}

masyarakat dan pemanglon kepentingan yang terkena
dampalk lanpsung dan tidak langsung danm Kebijakan,
Kencana, dan/atau Program; dan

masyarakat dan pemangku kepenlingan yang memilild
informasi  dan/atay ku_eahli_an yang Ttelevan  dengan
substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

BABIV
PEMBINAAN
Pasal 34

Menteri dan gubernur sesual dengan kewenangannya
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS,

Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilaksanakan melalui;
#, koordinasi pelaksanaan KLIHS;

b. susialisasl perajuran  perundang-undangan  dan
sosialisasi pedoman KLHE;

¢. asistensi dan Konsultasi dalam pembuatan dan
pelaksanaan KLHES;

d. pendidikan dan pelatiban;

e. pengembangan balai kliring KLHS;

i. penyebariuasan ..
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I. penyebarluasan Informasi KLHS kepada masyarakit
dan pemangku kepentingan; dan

g pengembangan  Kesadaran dan  tanggung  jawab
masyiarakat dan pemangku kepentingan.
BAR'Y
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tinglkat
nasional yang telah mendapat persetujuan validasi;

b, menteri/kepala  lembaga  pemerintah nonkementerian
terkail, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang
telah mendapat persetujuan validast di sektornya masing-
masing sesuai kewenangannya,

c. gubernur, untuk KLHS tingkat provimsi yang telah mendapat
persetujuan validasi; dan

d. bupat/wall kota, untuk KLHS tingkar lkkabupaten/ kota vang
telah mendapat peraetujuan validasi;

Pasal 36

(1] Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
a. pada saal pembuntan KLHS! dan
b. terhadap pelaksanaan KLHS vang felah mendapat
persctijuan validas:,

(2} Pemantauan dan evaluas) pada saat pembuatan KLHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf & dilakukan
untuk memastilkan;

a. dipenuhinya kewajiban pembuatan KLHS schapaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 sampai dengan Pasal
16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 23;

h. tfﬂkti’?itﬂﬁ + 88
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b, efektivitas wvalidasi KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampal dengan Pasal 28,

¢. elektivitas  pelibatan masyarakat dan  pemangku
kepentingan dalam KLHS' sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, dan

d. efektivitas pembinaan KLHS sebagairhand dimaksud
dellam Pasal 34.

Pemarntsuan dan evaluasl terhadap pelaksannan KLHS
yang telah mendapat perdetujuan validasi KLHS
sebagaimana dimaksud pada aynt (1) huruf b dilakukan
untuk memastikan:

g, kepatuhan dan efckbvitas integrasi hasil KLHS ke
dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

. kualitas dan cfektivitas rekomendasi KLHS dalom
pengelolaan dempak dan risiko Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimuksud

pada ayat (2] dan ayat (3) menjad dasar:

a. penyempuimaan perangkal  pengaturan  mengenai
KLHS; dan

b. penctapan Kebijukan, Rencana, danjatau Program
terkait yang dipandang perlu.

Pasal 37

Menterl/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terléait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hurul b kepads
Menteri.

Giubernur menyampaikan hasil pemantausn dsn evaluasi
sebapsimana dimaksud dalam Pasal 35 huraf ¢ kepads
Menteri  dengan  tembusan  menteri/kepala  lembaga
pemerintah nonkementerian terkalt.

Bupati/wall kota menvampsikan hasil pemantauan dan
evaluasi sebagrimana dimalksud dalam Pasal 35 huruf d

kepada gubernur dengan  lembusan  menteri/kopaln
lembeaga pemerintih nonkementerian terkait,

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 35 hurul e dan hurul d, gubernur dan
bupati/wali kota sesual dengan kewenangannva menunjuk
satuan kerja perangkat daerah di bidang perlindungan dan
pengelnlaan Lingkungan Hidup.

HBAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dibebankan pada:

a. Anpgpraran Pendapatan Belanja Negara bagl Kebijpkan,
Rericuna, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah
Pusat: dan

b, Anggaran Pendapalan Belanjg Daerah bag  Keljakan,
Rencing, dan/atan Program yang disusun cleh Pemerintah
Daerah.

BAB VI
KETENTLUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saal Peraluran Pemnerintah ini berlaku KLHS yang telsh
dibuat sebelum berlakunya  Peraturan Pemerintah  [ni
dinyatakan tetap  berlaky  sesusi dengan masa  berlaku
Kebijakan, Rencana, dan/utau Progriom.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Prsal 41

Persturan Pemerintah i mulai  berlaku  pads  tsnggal
ditndangkan.

Agar ..
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PENUJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

UMUM

Negars Republik Indonesia kini memasuki babak baru dalam
penyelenggargan  pengelolasn  Lingkungan Hidup  setelah  berlakunys
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 OQOktober 2009 Undang-
Undang Nemor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa [nstrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salab
satunya adalah KLHS.

KLMS sangat penting karena menjach dasar dalam  pengambilan
keputusan Kebijakan, Rencana, dan/fatan Program. Apabila prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelamjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan
cdalam  pengambilan  keputusan  pembangunan  maka  dibarapkan
kemungkinan tenadinys dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana,
rdan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnyas yakni tata
ruang, haku mutu Mngkungan thup. kriterin baky kerusakan Lingkungan
Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup,
peraturan  perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran
berbasis Lingkungun thup, analisis risiko Lingkunpgan Midup, sudit
Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling
mendukung, sedanpkan perin KLHS pada perencanaan perlindungan dan
pengelolaan Linglkungan Hidup bersifat mongustkan, KLHS membantu
dalam proses penyusunan dan evalussi reneana pembangunan meliputi
rencanu ata ruang wilayah beserta rercana rineinya, RRJP nasional, RPJP
daerah, RPIM nasional, dan RPIM daerah.

Peglyusunan ...
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Penyusunan KLHS menggunaken beberipa indikator dan/atau
pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya
dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mum Lingkungan
Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi
Lingkungan Hidup, dan analisis risike Lingkungan Hidup.

KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan
Lingkungan Hidup di tingkat Kebijjakan, Rencana, dan/atau Program,
sehingga membantu  efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan
perizinan. Dalam konteks ini, target utama KLHS yaitu Kebgakan, Rencana,
dan/atau Program, sementars AMDAL UKL-UPL tamgetnya adalah pada
satuan kegiatan/proyek.

KLHS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS mengkaji
skenano pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerakh,
sedangkan AMDAL adalah kajion kelayakan rencana usaha dan,i'ntuu
keglatan, Namun keduanya berisi kajian dampak yang penting terhadap
Lingkungan Hidup karena langsung berkaitan dengan isu-isu Pembangunan
Berkelanjutan,

Potensi dampak dan/stau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin
ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum
pengambilan  keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalul  KLHS,
Kebijakan, Rencana, danfatau Program yang berdampak dan/atau berisiko
kerusakan terhadap Lingkungan Hidup s¢suai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup meliputi Kehijakan, Rencana, dan/atau Program vang berpotensi
menmimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan
iklim, meningkatkan kerusakasn, kemerosotan atau  kepunahan
keanckaragaman hayat, meningkalkan intensitas bencana banjir, longsor,
kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan Iahan, menurunkan mutu dan
kelimpahan sumber days alam, mendorong perubshan penggunaan
danjatau alib fungsi kawasan hutan rerutama pada daerah yang kondisinya
tergolong kritis, meningkatkan jumlsh penduduk miskin atay terancamnya
keberlanjutan  penghidupan  sekelompok  masyamakat, dan/atau
meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Peraturan  Pemerintah  ini memunt  pokaok-pokok  pengaturan  yang
meliputi penyelengguraan KLHS, keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pembiavaan.

I, PASAL ...
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PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup jelas,
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayvat (1)

Rericatia zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulay keeil adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan
pereticanaan disertai dengan penetapan strukiur dan pola Tuang
pada kawasan peréncanasn yang memuat kegiatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilaloukan sertn kegiatan yang hanys dapat
dilnliukan setelah memperoleh izin.

Rencand zonasi rine adalah rencana detail dalam 1 (satu] zona
bierdasarkan arshan pengelolasn di dalam rencana zonast dengan
memperhatikan  daya dukung lingkungan dan teknologi yang
diterapkar serta  ketersedinan sarana yeng pada  gilirannya
menunjukkan jenis dan jumlah surat @ yang diterbitikan  oleh
Pemerintah Pusat dan Petnerintah Daernh.

Rencana zonasi kawasan strategis nastonal terientu adalnh rencana
varng mensntukan arah pengeunaan sumber daya yang disertar
dengsn penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan siralegis
rasional tertetity yang memuoal kegiatan vang boleh dilakukan dan
tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilaloakan
selelah memperoleh zin,

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah dolaimen
kerja yanpg dapat dimutakhirlan secard periodik, sebagal panduan
operasional perigelolaan kawasan konservas: perairan;

Ayat (2}

Cukup jelas.

Ayat (3}

Cukup jelas.

Aval [4)

Culﬂ_tp jelas,

Pasal 4
Hurula

Yang dimaksud dengan  “tanggap darural  bencana®  adalah
seranplaaisn  kegatan vange dilakukan dengan scgora pada saat
kejadian  bencana  untuk  mensngani  dampak  buruk  yang
dittmbulkan, vang melipun kegiatan penyelamatan dan eveluasi
korban, harta benda;, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
peEnEUrUsAn pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana
dan sarana.

Tanggap ...
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‘Tanggap darural bencana antara lain melokalisasi dampak, evakuasi,
penyediaan saruna: dan prasarana pengungsian, rehabilitas), dan
pemulihan yang terjadi sebagai akibat bencana.

Huruf b
Yang dimalksud denzan “kondlsi darurat pertahanan dan keamanan”
adalal lebijakan negara dalam menghadapi situasi pads ancaman
pertzhanan dan keamanan negara yang di delamnya terdapat unsur
kerahasaan, _
Kondis: darurat pertahanan dan keamanan antard lain pemasangan
instalasi militer dan latthan militer.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “isu-isu yang paling strategis” adalah isu yang
menjadi akar masalah, herdampak penting dan luas, aktual, dan
dirasakan maﬁyam]-:_ﬂi

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan® adalah individu dan
perwakilan lelompok masyerakat, instifuei atau lembaga yang
mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh lKebijakan, Rencana,
danfatau Program yang meliputi unsur pemerintah, organisasi
nonpemerintah, pergoruan tinggl, dumia usaha, dan masyarakat,

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf &
Karakteristik wilayah antara lain kondisi kualitas Lingkungan
Hidup, kondisi ekosistern dan tingkat pelayanannys, kondisi
sumber dava alam, pola aktivitas sesial dan ekonomi masyarakat,
dan kelembapsan pengelolaannya,
Huraf b
Tmgkat pentingnys potens: dampok antars lain berdasarkan:
a. besarmya jumlah pendudul vang akan terkena dampal
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
ti. luas wilayah penyebaran dla.mpal-r:
¢. intensitas dan lamanya dampak berlangsung,
d. banyaknya komponen Lingkungsn Hidup lain yeng skan
terkena dampal;
e, sifat kumulatif dampak;

I, herbalik ...
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f. berbalik atau tidak berbaliknya dampalk; dan/atau

g leritenia lain sesum dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknolog.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keterkaitan antar isu strategis” adalah
kondisi vang dapat dijelaskan dalam bentuk antara lain
hubungan sebab skibat, keterkaitan hirarkis, maupun lingkup
skala dan wilayehnya.

Keterkaitan ini dapat digambarkan dalam hubungan pendorong-
trkanan-kondisi-dampak-respont.  Sebagai  contoh, ekspansi
pembangunan di wilaysh hulu berpotensi menyebabkan banfir di
wilnyah hilic yang memberikan dampak kemiskinan, Isu banjir
adalab isu lokal, sementara isu ckspansi di wilayah hulu dapat
dilihat sebagai isu regional dan kemiskinen sebagai isu nasional,

Huruf d

Cukup jelas.

Hurui s

Cukupjelas.

Huraf {

Yang dimaksud adalah melekat pada Nebijakan, Rencana,
danjatau Program yang karena pesisi hirarkinya harus diascoy,
kesamaan jenis dan kedekatan lokasinya harus diperhatikan, dan
mustan pengaturannya relevan diperhatikan, Sebagal contoh,
KLHS RTRW kabupaten/kota harus memperhatikan KLHS RTRW
provins:, KLHS RTRW kabupaten/kota A memperhatikan KLHS
RTRW kabupaten/kota B yang berada pada satu kesatuan
ekosistem, atey KLMS RTRW Provinsi memperhatikan KLHS
RPIMD Provinsi tersebut.

Avan (2)
Culcup jelas,
PPasal 10
Cukup elas.
IPasal 11
Avyat (1)
Culup jelas.
Ayal [2)
Cuakp jelas.
Ayal (3)
Yarng dimaksud dengan “analisis secara iferatii sesusi tahap

lemajunnnvn”  adalah  anabsis atan kapoan dilaloakan berulang
mengikul whapan perkembangan proses penyusunan Kebijakan,
Rencana, dan/atan Program untuk memperkaya atau mengoreksi

info

rmasi tentang pengaruhnya terbadap kondist Lingkungan Hidup,

Pasal 123 .
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Cukup jelas.

Pasal 13
Avyat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dulkung Lingkungsn Hidup® yaitu
kemampuan  Lingkungan  Hidup  untuk  mendukung
perlkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya,

Yarig dimaksud dengan “daya tampung Lingkungan Hidup®
adalah kemampuan Lingkumgan Hidup untuk menyerap zatl,
energl, dan/atau Komponen lain yang masuk atau dimasukkan
ke dalamnya. '

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dampak Lingkungan Hidup" adalah
pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diskibatkan
aleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Yang dimaksud dengan “risitko Lingkungan Hidup® adalah
kemungkinsn atau tingkat lejadian, bahaya, dan/fatau
konsekuens: yang ditimbulkan aleh suatu kondisi Lingkungan
Hidup yung menjadi sncaman  terhadap ckosistem  dan
kehidupan dan/ataa terhadsp kesehatan dan keselamatan
AN USi,

Huraf c

Kinerja layanan atau jasa ekosistern merupakan  ukuran
perubahan kapasitas dan kualitas layanan ckosistern dan
kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat
dipantan, Layanan ekosistern meliputi 4 {empat) fungsi layanan
utarng, yaily  fungsl  penyedia, lungst pengstur dan/atau
pengendell, fungsi sosial budays atau koltur, dan fungsi
panduliung primer.

Huraf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi permnanfaiatan sumber daya
alam” ‘adalah upaya memanfanthkan sumber daya slam dolam
tingkat vang optimal-schirigga dapat tetap melestarileain sumlbier
daya nlam beserta ekosistemnya.

Efisiensi ..,
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Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diantaranya dapat
berupa pencadungan sumber daya alam untuk dikelola dalam
jangka panjang dan waktu tertentu sesusl dengan kebutuhsn,

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim” adalah uralan bagaimarna
peribahan  iklim dirasakan dan dikelola dampaknya oleh

masyarpkat.

Tingkat kerentanan merupakan ukuran kerapuhan masyarakat
dalam menghadapi dampak. Kapasitas adaptasi adalah ukuran
kemampuan masyarakat untuk  menyesuaikah diri dalam
menghadapl dampak.

Huruf I

Avat (2]

Yang dimaksud dengan “tingkat ketahanan dan potens
keanelkaragaman hayati” adalah kemampuan mempertahankan
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam
hayati yang terdiri dtas sumber daya alam nabati dan sumber
daya alam hewani, termasuk unsur nonhavatl di seldtarnya yang
secarn kesclurihan membentuk ekosistem.

Cukup jelas;

Pasal 14

Cukup jelas,

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ..
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Ayat (1]

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Contoh dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang relevan vakni dekumen Rencana
Perlindungin dan Pengelolaan Lingkungan Hidup vang disusun
oleh Pemerintali Dasrah yang samia atau hirarki-hirarki distasnya
padd muatan yang relevan jike Pemerintah Dacrab  belum
menvusun dokumen tersebut,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “leporan KLUS dari Kebijakan, Rencans,
dan/atay Program yang terkait dan relevan® adalah KLHS yang
disusun untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
rerkait pada lokasi yang sama, atau KLHS untuk Kebijakan,
Rencana, dan/atau Progmm yang sejenis atau terkait pada loknsi
yvang berdekatan atau pada hirarki diatasnya.

Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukiup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Culoag jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Culoup jelas.

Pasal 24 ...
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Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cultup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Culoup jelas.
Myat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cubup jelas.
Avit [4)
Hurul a
Culup jelas.
Hurul b
Rekomendasi disusun dengan memperhatikan antara  lain
masukan darl masyaraknt yang berkepentingan, pihak yang
berkepentingan, dan dinamika masyarskal,  serta
mempertimbangkan upaya terbaik Penyusun Kebijakan,
Rencana, danjfatau  Program  dalam  menginiegrasikan
rekomendasi KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Kencana,
dan/atau Program.
Avat (9]

Culkup jelas

Pasnl 27

Cultup jelas:

Pasal 28

Cukup jelas,

Pasal 29 ...
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Pasal 29
Culkup jelas.

Pasgal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jeias.

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat [2)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b

Pendampingan tenagns ahli dibutuhkan lan disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Misalnya, jiks pendampingan dilakukan
pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakuban dengan
memperhatilean kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

Huruf e
Cukup jelas,
Hurufd
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Fasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36 ...
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Pasal 36
Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup jelas,

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Culkup jelas,

Pasal 41
Cukup jelas.
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